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Abstract 
____________________________________________________________ 
Tren pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sanitasi, 
listrik pada 6 Provinsi di Pulau Jawa yang cenderung meningkat setiap tahun seharusnya dapat 
mengurangi ketimpangan. Namun sebaliknya kondisi ketimpangan tersebut justru belum 
membaik secara signifikan. Penelitian ini menambahkan instrumen infrastruktur ekonomi 
sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu yang hanya membahas pengaruh desentralisasi 
fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan 
pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan 6 Provinsi di Pulau Jawa. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan Fixed 
Effect Model (FEM). Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak 60. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementrian Keuangan. 
Berdasarkan hasil pada penelitian didapatkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh 
positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel sanitasi berpengaruh negatif 
signifikan terhadap ketimpangan. Kemudian variabel jalan dan listrik tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam 
memberikan perspektif baru bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. 
 
The increasing trend of fiscal decentralization and infrastructure development specifically 
roads, sanitation, and electricity across six provinces in Java should theoretically reduce 
inequality. However, conversely, inequality has not significantly improved. This study 
incorporates economic infrastructure instruments as an extension of previous research that 
solely discussed the impact of fiscal decentralization. This study aims to analyze the effect of 
fiscal decentralization and infrastructure development on income inequality in six provinces in 
Java. The analytical method employed is panel data regression using the Fixed Effect Model 
(FEM). This study utilizes 60 observations of secondary data sourced from Statistics Indonesia 
(BPS) and the Ministry of Finance. The results indicate that the fiscal decentralization variable 
has a significant positive effect on income inequality. The sanitation variable has a significant 
negative effect on inequality. Meanwhile, road and electricity variables do not have a significant 
effect on income inequality. This study contributes by providing a new perspective for the 
government in formulating policy. 
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PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi yang menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat di 
suatu daerah secara konsisten dari tahun ke tahun (Tarigan, 2024). Salah satu permasalahan dalam mencapai 
pertumbuhan ekonomi adalah distribusi pendapatan yang tidak merata (Juliansyah et.al, 2022). 
Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan perbedaan pendapatan yang diterima 
masyarakat sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata (Todaro & Smith, 2011). 
Menurut Wibowo (2016)  terdapat 3 klasifikasi ketimpangan berdasarkan indeks gini, yaitu rendah apabila 
indeks gini dibawah 0,3, ketimpangan sedang apabila indeks gini antara 0,3 hingga 0,5, dan ketimpangan 
tinggi apabila indeks gini lebih dari 0,5. Rata-rata indeks gini Pulau Jawa adalah 0,395 dan rata-rata nasional 
adalah 0,391. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks gini yaitu kebijakan fiskal, inflasi, 
kemiskinan, dan lain-lain (Farhan & Sugianto, 2022). Salah satu bentuk dari kebijakan fiskal yang 
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah desentralisasi fiskal. 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih 24 tahun. 
Selain itu investasi dan pembangunan terhadap infrastruktur di Pulau Jawa juga lebih tinggi apabila 
dibandingkan provinsi lainnya yang berada di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik tahun 2013-2022, rata-rata pertambahan panjang jalan pada Provinsi yang berada di Pulau 
Jawa tahun berkisar antara 1% hingga 21% setiap tahunnya. Rata-rata persentase rumah tangga dengan 
akses terhadap sanitasi layak Pulau Jawa tahun 2013-2022 yaitu 86%. Hal ini menunjukkan akses terhadap 
sanitasi layak yang tinggi di Pulau Jawa. Kemudian rata-rata kapasitas pembangkit listrik tahun 2022 pada 
Pulau Jawa yaitu 8099Mw. Hal ini menunjukkan kapasitas pembangkit listrik yang tinggi pada Pulau Jawa. 
Adapun rata-rata indeks gini pada Pulau Jawa tahun 2013-2022 yaitu 0,395. Rata-rata indeks gini pada 
Pulau Jawa lebih tinggi dari rata-rata indeks gini Indonesia selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 0,391. 
Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan agar kebijakan yang ada saat ini bisa 
dievaluasi kedepannya. Maka dari itu perlu dilakukan analisis untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal 
dan pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang belum memasukkan peran 
pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan 
rentang tahun penelitian yang lebih panjang dan cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan penelitian 
sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi peneliti berikutnya dengan 
meningkatan wawasan dan perspektif serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam evaluasi 
kebijakan mengenai peran desentralisasi fiskal dan pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan 
pendapatan. 
 Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 
ketimpangan pendapatan, menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan pendapatan, 
menganalisis pengaruh infrastruktur sanitasi terhadap ketimpangan pendapatan, menganalisis pengaruh 
infrastruktur listrik terhadap ketimpangan pendapatan, dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, 
infrastruktur jalan, infrastruktur sanitasi, infrastruktur listrik secara simultan terhadap ketimpangan 
pendapatan. Hipotesis penelitian ini adalah variabel desentralisasi fiskal, infrastruktur jalan, infrastruktur 
sanitasi, infrastruktur listrik secara parsial dan secara simultan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 
pendapatan. 
 
Tinjauan Pustaka  

 
Teori Ketimpangan Pendapatan 
Distribusi pendapatan yang merata merupakan proses dalam menciptakan kondisi pemerataan pendapatan 
pada masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2011) distribusi pendapatan menunjukkan tingkat 
pemerataan pendapatan yang diperoleh dengan membandingkan total pendapatan yang diterima oleh 
masing-masing individu. Terdapat dua ukuran distribusi pendapatan yaitu menurut perseorangan dan 
menurut faktor produksi. Pengukuran distribusi pendapatan berdasarkan pendapatan perseorangan 
menghitung total penghasilan setiap individu tanpa memperhatikan cara untuk memperoleh pendapatan. 
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Kemudian penghitungan distribusi pendapatan dari faktor produksi menggunakan pendapatan nasional 
yang diterima dari berbagai macam faktor produksi (modal, tanah, tenaga kerja). 
 

 
Gambar 1. Kurva Lorenz 

Sumber: Todaro dan Smith 2011 
 
Ketimpangan pendapatan secara umum dapat dianalisis menggunakan Kurva Lorenz, yang 

menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan terhadap distribusi kumulatif penduduk. Kurva ini 
menunjukkan bahwa semakin jauh kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna (garis diagonal 45°), maka 
semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Dari kurva ini kemudian diturunkan ukuran numerik 
berupa Koefisien Gini, yang nilainya berkisar antara 0–1; semakin mendekati 0 berarti semakin merata, 
sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.  

Ketimpangan pendapatan pada umumnya memiliki siklus dimana pada tahap awal pembangunan 
ekonomi distribusi pendapatan cenderung tidak merata dan mulai merata seiring berjalannya pembangunan 
ekonomi.  

 
Gambar 1. Kurva Kuznet 

Sumber: Todaro dan Smith 2011 
 
 Kurva diatas menunjukkan koefisien gini meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi 
hingga mencapai titik puncak dan kemudian perlahan menurun. Dalam jangka pendek pembangunan 
ekonomi dengan ketimpangan pendapatan memiliki korelasi positif dan dalam jangka panjang 
pembangunan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan memiliki korelasi negatif.  

Penelitian Juliansyah et al. (2022) memperkuat teori tersebut dengan menunjukkan adanya 
hubungan erat antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan. Dalam 
jangka panjang, desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan 
ketimpangan. Namun, hasil ini belum sepenuhnya konsisten pada setiap daerah, sehingga masih diperlukan 
analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas pembangunan infrastruktur. 
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Desentralisasi Fiskal 
 Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang memberikan wewenang 

kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur pembelanjaan dan pendapatan daerah 
secara otonom (Hastuti, 2018). Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan implementasi dari otonomi 
daerah. Otonomi daerah merupakan upaya untuk memberdayakan daerah dalam mengatur pembangunan 
dan menyediakan barang publik sesuai kebutuhan daerahnya (Christia & Ispriyarso, 2019). Pelaksanaan 
desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya 
daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya desentralisasi fiskal harus memenuhi beberapa 
prinsip seperti sistem yang komperhensif, uang mengikuti fungsi, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini 
diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai melalui desentralisasi fiskal dapat terlaksana. 

Desentralisasi fiskal adalah strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mencapai 
akuntabilitas dan efisiensi dalam sektor publik. Pemerintah dapat berperan secara optimal dalam 
pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan membuat kebijakan yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan 
yang ada (Sepulveda & Martinez, 2011). Peneletian yang dilakukan oleh Juliansyah et al. (2022) juga 
menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
mengurangi ketimpangan pendapatan. 
 
Pembangunan Infrastruktur 
 Menurut Todaro dan Smith (2011) infrastruktur merupakan fasilitas yang dapat membantu 
melancarkan kegiatan perekonomian di suatu daerah. Infrastruktur memiliki peran penting dalam mencapai 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menurut Bank Dunia, terdapat 3 jenis infrastrutktur, 
yaitu: 

1. Infrastruktur ekonomi (jalan, irigasi, bendungan, sanitasi, listrik, dan transportasi). 
2. Infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, perumahan). 
3. Infrastruktur administratif (penegakan hukum, administrasi, dan koordinasi). 

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 
karena dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas akan memperkecil biaya, melancarkan arus 
perdagangan, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat 
menningkatkan konektivitas antar daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Menurut 
Lu et al. (2023) pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan dapat meningkatkan upah dan pendapatan 
usaha karena akses untuk masuk ke daerah desa menjadi terjangkau. Kemudian penelitian Zolfaghari, 
Kabiri & Saadatmanesh (2020) juga menunjukkan hasil yang sama dimana investasi dan pembangunan 
pada infrastruktur sosial dan ekonomi meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan 
pendapatan. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena manfaatnya 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Iqbal, Rifin & Juanda, 2019).  
 
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan melalui 
kerangka Kurva Kuznets. Pada tahap awal otonomi, daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung 
mengalami peningkatan ketimpangan karena perbedaan kemampuan dalam mengelola dana publik. Namun 
dalam jangka panjang, desentralisasi yang efektif mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan 
menurunkan ketimpangan. 

Penelitian Juliansyah et al. (2022), Kharisma dan Hanifah (2020), serta Siburian (2020) 
mendukung hipotesis tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan otonomi fiskal daerah 
berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan. Namun, sebagian penelitian lain menemukan hubungan 
yang tidak signifikan, menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal sangat bergantung pada efektivitas 
kebijakan dan kemampuan daerah dalam memanfaatkan dana publik secara produktif. 
H1: Variabel desentralisasi fiskal diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada 6 
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022. 
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Ketimpangan Pendapatan 
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 Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi. Konsep ini juga dapat dijelaskan 
melalui kurva Kuznets yang menyatakan pada tahap awal pembangunan akan terjadi peningkatan 
ketimpangan namun dalam jangka panjang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Lu et al. (2023) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur akan 
mengurangi ketimpangan pendapatan karena terdorongnya konektivitas antar daerah dan kelancaran 
distribusi barang dan jasa. 
H2: Variabel pembangunan infrastruktur jalan diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 
pendapatan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022. 
 
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Sanitasi merupakan sistem yang diterapkan dalam pengelolaan drainase lingkungan, sampah, dan 
limbah cair (Wahidah et al., 2024.). Infrastruktur sanitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam 
mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sistem sanitasi yang baik dapat meningkatkan 
produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Carla, 
Andani & Fakhrunnisa (2023) yang menemukan bahwa ketersediaan sanitasi layak bagi setiap rumah 
tangga berpengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. 
H3: Variabel pembangunan infrastruktur sanitasi diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 
pendapatan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022. 
 
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Listrik Terhadap Ketimpangan Pendapatan 
 Ketersediaan energi listrik yang disertai infrastruktur penunjang berkualitas dapat mendorong 
produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pendistribusian energi listrik 
yang merata agar tidak terjadi ketimpangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam 
menunjang distribusi energi listrik adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas pembangkit listrik 
secara berkala agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama. Menurut Iqbal, Rifin 
& Juanda , (2019) jumlah aliran listrik yang diterima oleh suatu daerah dapat menurunkan tingkat 
ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur pembangkit 
listrik agar dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi. 
H4: Variabel pembangunan infrastruktur listrik diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 
pendapatan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2022. 
 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran 
Sumber: *Kharisma & Hanifah (2020), Siburian (2020), Juliansyah et al(2022), **Lu et 

al(2023),***Zolfaghari, Kabiri & Saadatmanesh (2020), ****Iqbal, Rifin & Juanda (2019), 
dimodifikasi. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode regresi data panel. 
Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Regresi data panel pada 
penelitian ini dilakukan menggunakan software R Studio. Penelitian ini mengambil sampel 6 Provinsi yang 
terdapat di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan 
Banten, Untuk tahun penelitian adalah 2013-2022 (10 Tahun). Penggunaan jangka waktu yang terbatas 
hingga tahun 2022 dikarenakan belum tersedianya data hingga tahun 2024 pada saat peneliti melakukan 
penelitian. Adapun jumlah observasi (n) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60. 

 
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Satuan Sumber 
Ketimpangan 
Pendapatan 

Perbedaan perolehan 
pendapatan antar individu 

Indeks Gini Rasio (0-1) Badan Pusat 
Statistik 

Desentralisasi 
Fiskal 

Pelimpahan kewenangan 
kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih 
rendah dalam mengelola 

urusan fiskal 

Derajat 
Desentralisasi 

Fiskal 

Persen (%) Direktorat 
Jenderal 

Perimbangan 
Keuangan 

Kementrian 
Keuangan 

Infrastruktur 
Jalan 

Sarana dan prasarana yang 
untuk menunjang  kegiatan 

perekonomian, sosial, 
politik, pertahanan dan 

keamanan. 

Panjang Jalan Kilometer (Km) Badan Pusat 
Statistik 

Infrastruktur 
Sanitasi 

Sarana dan prasarana 
mencakup pengelolaan 
drainase lingkungan, 

sampah, dan limbah cair 

Rumah 
Tangga 
Dengan 
Sanitasi 
Layak 

Persen (%) Badan Pusat 
Statistik 

Infrastruktur 
Listrik 

Sarana dan prasarana yang 
dapat mendorong 

produktivitas kegiatan 
ekonomi di suatu daerah 

Kapasitas 
Pembangkit 

Listrik 

Megawatt (Mw) Badan Pusat 
Statistik 

 
Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu dengan 

metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel. Data yang terkumpul diolah 
menggunakan alat pengolahan data statistik berupa R Studio. Model dasar yang mengacu pada penelitian 
(Kharisma & Hanifah, 2020) sebagai berikut: 

 
IGit = β0 + β1DDFit + β2PJit + β3SANit + β4KPLit + eit 

Keterangan: 
IG  : Ketimpangan Pendapatan (%) 
PAD  : Desentralisasi Fiskal (%) 
PJ  : Infrastruktur Jalan (Km) 
SAN  : Infastruktur Sanitasi (%) 
KPL  : Infrastruktur Listrik (Mw) 
β0  : Konstanta 
β1, β2, β3, β4  : Koefisien 
eit   : error 
i   : cross section 6 provinsi di Pulau Jawa 
t   : time series (2013-2022) 
 
 Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki perbedaan dalam satuan dan besaran pada 
variabel independent. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini beberapa data variabel independen 
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ditransformasi menjadi log. Menurut Ghozali (2016) keunggulan menggunakan model logaritma diantara 
lain seperti memudahkan proses analisis data dengan skala yang berbeda, menginterpretasikan koefisien 
regresi sebagai elastisitas, dan mencegah model terindikasi heteroskedastisitas. Adapun model penelitian 
yang digunakan menjadi sebagai berikut: 
 

IGit = β0 + β1DDFit + β2log(PJ)it + β3SANit + β4log(KPL)it + eit 

 

Keterangan: 
IG  : Ketimpangan Pendapatan (%) 
DDF  : Desentralisasi Fiskal (%) 
log(PJ)  : Infrastruktur Jalan (Km) 
SAN  : Infastruktur Sanitasi (%) 
log(KPL) : Infrastruktur Listrik (Mw) 
β0  : Konstanta 
β1, β2, β3, β4  : Koefisien 
eit   : error 
i   : cross section 6 provinsi di Pulau Jawa 
t   : time series (2013-2022) 
 

Proses analisis data diawali dengan menentukan model terbaik yang akan digunakan meliputi 
Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect menggunakan deteksi Chow dan deteksi Hausman.  

Setelah diperoleh model terbaik dilakukan deteksi asumsi klasik untuk memastikan bahwa 
persamaan regresi yang digunakan memilik estimasi yang tepat, tidak bias, dan konsisten. Model harus 
memenuhi kaidah BLUE (Best, Linear, Unbiased, and Estimator). Adapun beberapa deteksi asumsi klasik 
diantaranya deteksi normalitas untuk menguji persebaran data, deteksi multikolinearitas untuk menguji 
korelasi antar variable independen, deteksi autokorelasi untuk menguji variasi residual antar pengamatan, 
dan deteksi heteroskedastisitas untuk menguji korelasi error antar periode.  

Apabila model lolos deteksi asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan uji statistic yang 
mencakup uji simultan (uji F), uji parsial (uji T), dan koefisien determinasi (R2). Uji simultan dilakukan 
untuk mengetahui apakah variabel independen secara signifikan memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen secara parsial. Koefisien determinasi dilakuan untuk mengukur kemampuan model 
dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan oleh nilai 
adjusted R-Squared.  
 
HASIL DAN DISKUSI 

Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean 
IG 0,357 0,459 0,395 

DDF 33.00 76.0 59.22 
PJ 3238 42521 18759 

SAN 59,43 97,12 78,07 
KPL 0,18 14668,05 6296,06 

Sumber: Regresi Olah Data Primer 

Variabel ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini memiliki nilai minimum 
0,357 yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Jawa 
Tengah memiliki ketimpangan pendapatan yang paling rendah di Pulau Jawa sedangkan untuk nilai 
maksimum dari indeks gini sebesar 0,459 yang dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2022. 
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Indeks tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi 
di Pulau Jawa. Nilai (mean) variabel ketimpangan pendapatan berada di angka 0,395.  

Variabel desentralisasi fiskal yang menggunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai proxy 
memiliki nilai minimum 33%, - pada Provinsi DI. Yogyakarta pada tahun 2020 dan 2021. Angka tersebut 
menjelaskan bahwa DI. Yogyakarta memiliki derajat desentralisasi yang paling rendah sedangkan untuk 
nilai maksimumnya 76%, - pada DKI Jakarta pada tahun 2015. Angka tersebut menjelaskan bahwa DKI 
Jakarta memiliki derajat desentralisasi fiskal yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Nilai 
(mean) variabel derajat desentralisasi fiskal berada di angka 59%. 

Variabel panjang jalan memiliki nilai minimum 3238 Km yang ditunjukkan oleh Provinsi DI. 
Yogyakarta pada tahun 2015. Angka tersebut menjelaskan bahwa DI. Yogyakarta memiliki panjang jalan 
yang paling rendah sedangkan untuk nilai maksimumnya 42.521 Km yang dimiliki oleh Provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2021. Angka tersebut menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki panjang yang paling 
tinggi dibandingkan 6 Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Nilai (mean) variabel panjang jalan berada di angka 
18.759 Km. 

Variabel infrastruktur sanitasi yang diukur menggunakan persentase rumah tangga dengan sanitasi 
layak memiliki nilai minimum 59,43% yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015. Persentase 
tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki kelayakan sanitasi yang paling rendah di Pulau Jawa 
sedangkan untuk nilai maksimum dari persentase rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 97,12% yang 
dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2021. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Provinsi 
DI Yogyakarta memiliki kelayakan sanitasi tertinggi di Pulau Jawa. Nilai (mean) variabel infrastruktur 
sanitasi berada di angka 78,07%  

Varibel infrastruktur listrik yang diukur menggunakan kapasitas pembangkit listrik memiliki nilai 
minimum 0,18 Kw yang dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2015. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa DI Yogyakarta memiliki kapasitas pembangkit listrik yang paling rendah di Pulau 
Jawa sedangkan untuk nilai maksimum dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 14668,05 Kw yang 
dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa 
Timur memiliki kapasitas pembangkit listrik tertinggi di Pulau Jawa. Nilai (mean) variabel ketimpangan 
pendapatan berada di angka 6296,06 Kw.  

 
Uji Chow 

Tabel 3. Hasil Uji Chow 
Effect Test Statistik 

Cross-section F 12.512 
p-value 0.000000006792 

Sumber: Regresi 
Berdasarkan hasil Uji Chow nilai F statistik adalah sebesar 12.512 sedangkan p-value adalah 

0.000000006792. Hal ini menunjukkan probabilitas perbedaan antara model Common Effect dan Fixed 
Effect terjadi hanya karena faktor kebetulan sangat kecil sehingga penolakan terhadap H0 mutlak dan terjadi 
penerimaan terhadap H1, jadi FEM terpilih dan digunakan sebagai model penelitian. 
Uji Hausman 

Tabel 4.  Hasil Uji Hausman 
Test Summary Chi-Square Statistik 

Prob chi-square 0.0000006757 
chi-square 29.311 

Sumber: Regresi 

Tabel di atas menunjukkan probabilitas chi-square sebesar 0.0000006757 lebih kecil dari tingkat 
signifikansi 5% sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara model Fixed Effect dan Random Effect. 
Maka terjadi penolakan H0 secara mutlak dan penerimaan terhadap H, jadi FEM terpilih sebagai model 
terbaik. 
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Deteksi Normalitas 
Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, diperoleh nilai p-value sebesar 0.05631 > signifikansi sebesar 

0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah dipenuhi sehingga diambil kesimpulan data 
terdistribusi dengan normal. 
 
Deteksi Multikolinearitas  

Tabel 5. Hasil Deteksi Multikolinearitas 

 DDF PJ  SAN KPL 
VIF 2.7151 2.4991 1.7384 4.0043 

Sumber: Regresi 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai VIF dari seluruh variabel independen < 10. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. 
 
Deteksi Heteroskedastisitas 

Dari hasil uji Breusch-Pagan , nilai p-value 0.8212 > signifikansi sebesar 0,05. Jadi secara statistik 
bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Deteksi Autokorelasi 

Berdasarkan hasil uji D-W , nilai p-value sebesar 0.2932 > 0,05. Sehingga tidak terdapat indikasi 
autokorelasi pada model regresi yang digunakan. 
 
Hasil Uji Statistik 
 

Tabel 6. Hasil Uji Statistik 
Variabel Koefisien t-Statistik p-value Keterangan 
DDF** 0.00091172 

(0.00044260)  
2.0599 0.044 Signifikan  

log(PJ) 0.03940478 
(0.03008260)   

1.3099 0.196 Tidak 
Signifikan 

SAN*** -0.00110707 
(0.00035432)   

-3.1245 0.002 Signifikan  

log(KPL) 0.00490374 
(0.00302605) 

1.6205 0.111 Tidak 
Signifikan 

R-Squared 0.5313   
F-statistic 4.011 0.000  

Sumber: Regresi 

       Dari hasil regresi data panel dengan fixed effect model diperoleh persamaan model regresi sebagai 
berikut:  

IGit = 0.00091172DDFit** +0.03940478log(PJ)it -0.00110707SANit***  +0.00490374log(KPL)it 

Keterangan: 
IGit   = Ketimpangan Pendapatan 
DDFit  = Desentralisasi Fiskal 
log(PJ)It   = Pembangunan Infrastruktur Jalan 
SANit   = Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 
log(KPL)it  = Pembangunan Infrastruktur Listrik 

       Pada model ini terjadi transformasi model dasar menjadi model fixed effect untuk menghitung 
perbedaan antar unit. Sehingga intersep dalam model awal tidak ditampilkan secara eksplisit karena diserap 



Muhammad Iqbal, Nenik Woyanti: Peran Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Infrastruktur dalam Mempengaruhi Ketimpangan 
Pendapatan di Pulau Jawa (2013-2022) 
 

226 
 

oleh efek tetap (αi) dari setiap daerah. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan perbedaan karakteristik antar 
daerah yang tidak bisa diobservasi secara langsung dan menghindari bias.  

Uji F 
Berdasarkan hasil estimasi regresi FEM, ditemukan F statistik sebesar 6,692. Sedangkan F-tabel 

diketahui dengan menyesuaikan degree of freedom for numerator (dfN1) dan (dfN2). Sehingga dapat 
diketahui nilai dfN1 = (k-1) =(4-1)=3, dan nilai dfN2 = (n-k-1) = (60-4-1) = 55, maka nilai f-tabel adalah 
2,77 dengan signifikansi 0,05. Sehingga nilai f statistik lebih besar dari f tabel (4,011 > 2,77) artinya 
variabel desentralisasi fiskal, infrastruktur jalan, infrastruktur sanitasi, dan infrastruktur listrik secara 
bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan.  

Uji T 
Dalam uji T perbandingan antara t statistik dengan t tabel merupakan dasar pengambilan keputusan 

untuk melihat pengaruh parsial setiap variabel. Berdasarkan tabel distribusi t, nilai t yang sesuai dengan 
probabilitas 0,05 adalah 1,673. Oleh karena itu nilai t-statistik dalam uji ini dibandingkan dengan t-tabel. 
Apabila nilai t-statistik > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat signifikansi 5% dan apabila 
nilai -t-statistik < -t-tabel maka terjadi penolakan terhadap H0 dan penerimaan terhadap H1 dalam 
signifikansi 5%. Penggunaan perbandingan nilai p-value dengan signifikansi juga dapat dilakukan untuk 
melihat pengaruh secara signifikan. Maka uji parsial untuk setiap variabel ditampilkan pada Tabel 4.9. 
Adapun pengujian hipotesis sebagai berikut: 

Variabel Desentralisasi Fiskal: Desentralisasi fiskal yang diproksikan menggunakan derajat 
desentralisasi fiskal menunjukkan nilai koefiisien sebesar 0.00091172 dengan arah hubungan positif dan 
signifikan di angka 5%, yang berarti peningkatan desentralisasi fiskal sebesar 1% akan mendorong 
peningkatan ketimpangan pendapatan sebanyak 0.00091172 %.  Nilai t-statistik sebesar 2,059 > 1,673 dan 
p-value 0,044 < 0,05, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara 
desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan 
variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan ditolak.  

Variabel Infrastruktur Jalan: Berdasarkan hasil estimasi, variabel infrastruktur jalan yang diukur 
menggunakan panjang jalan mendapatkan nilai koefisiensi sebesar 0.03940478. Nilai t-statistik sebesar 
1,309 < 1,673 dan p-value 0,196 > 0,05, maka H0 yang menyatakan variabel pembangunan infrastruktur 
jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan diterima. 

Variabel Insfrastruktur Sanitasi: Berdasarkan hasil estimasi, variabel pembangunan infrastruktur 
sanitasi yang diukur menggunakan persentase RT dengan sanitasi layak mendapatkan nilai koefisiensi 
sebesar -0.00110707 dengan arah hubungan negatif signifikan pada derajat kepercayaan 5%. Hal ini 
menandakan bahwa kenaikan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak sebanyak 1% akan 
menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0. 00110707%. Nilai t-statistik sebesar -3,124 < -1,673 dan 
p-value 0,002 < 0,05, maka H0 yang menyatakan variabel pembangunan infrastruktur sanitasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan 
variabel pembangunan infrastruktur sanitasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan 
diterima. 

Variabel Infrastruktur Listrik: Berdasarkan hasil estimasi, variabel pembangunan infrastruktur 
listrik yang diukur menggunakan kapasitas pembangkit listrik mendapatkan nilai koefisiensi sebesar 0. 
00490374. Nilai t-statistik sebesar 1.620 < 1,673 dan p-value 0,111 > 0,05, maka H0 yang menyatakan 
variabel pembangunan infrastruktur listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 
diterima. 

 
Koefisien Determinasi (R2) 

Kemampuan dalam pendeskripsian terhadap variabel dependen dari model yang dipakai dapat 
diketahui dari uji koefisien determinasi (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi dengan pendekatan 
FEM sebesar 0,5313 yang berarti bahwa 53% variasi variabel dependen yaitu Indeks Gini pada 6 Provinsi 
di Pulau Jawa mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu desentralisasi fiskal, infrastruktur 
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jalan, infrastruktur sanitasi, dan infrastruktur listrik. Variabel lain di luar model menjelaskan sebanyak 47% 
sisanya. 

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan 
Perolehan dari estimasi yang dijalankan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan 

pengaruh positif dan secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tidak terdapat kesesuaian hasil 
dengan teori dan desentralisasi fiskal juga hipotesis penelitian ini yang menyatakan terdapat pengaruh 
negatif dan telah secara signifikan antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan. Dengan 
demikian tidak ada bukti yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal menurunkan ketimpangan 
pendapatan.  

Ashfahany et al (2020) mendapatkan temuan yang linear terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal 
cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan terutama pada daerah yang kaya seperti DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Banten sedangkan Provinsi dengan derajat desentralisasi 
fiskal lebih rendah seperti DI Yogyakarta memerlukan dana transfer dari pusat sehingga derajat 
desentralisasi fiskalnya tidak setinggi provinsi lain. Daerah yang kaya seperti Jawa Timur memiliki 
persebaran derajat desentralisasi fiskal yang berbeda pula. Contohnya Kota Surabaya yang merupakan Ibu 
Kota Provinsi Jawa Timur memiliki perolehan dan basis pajak yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten 
lain di Jawa Timur yang cenderung memiliki basis pajak yang lemah. Perbedaan pendapatan antar daerah 
ini tentu juga memberikan pelayanan yang berbeda dimana daerah yang kaya akan memiliki tingkat 
pembangunan yang lebih signifikan di daerahnya sendiri sedangkan daerah yang miskin memiliki tingkat 
pembangunan yang rendah. Hal ini akan mempertajam ketimpangan pendapatan antar daerah. 

Pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan juga ditemukan pada 
penelitian yang dilakukan oleh Huynh, Nguyen & Lam (2023). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil 
bahwa desentralisasi fiskal pada sisi pendapatan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena basis 
pendapatan yang tinggi akan mendorong daerah untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas publik yang 
lebih maju. Song (2013) juga menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi pada sisi pendapatan akan 
meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun dalam penelitiannya, Song menegaskan bahwa bagaimana 
implementasi dan kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi sangat berperan dalam menentukan dampak 
desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan itu sendiri. Perlu sinergi antara pemerintahan pada tingkat 
pusat dan daerah guna mendorong kinerja desentralisasi fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. 
Selain itu kualitas institusi juga berpengaruh dalam hal ini dikarenakan semakin lemah kualitas institusi 
dalam menjalankan desentralisasi fiskal akan mengurangi efisiensi desentralisasi fiskal sehingga akan 
mendorong kelompok masyarakat kaya menikmati sebagian besar hasil dari desentralisasi fiskal sedangkan 
sebagian besar masyarakat miskin memperoleh sebagian kecil manfaat dari desentralisasi fiskal. Artinya 
agar jarak pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah dapat berkurang juga diperlukan 
penegakan hukum dan transparansi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari pemerintah. 

 
Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Perolehan dari estimasi yang dijalankan menunjukkan bahwa infrastruktur jalan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tidak terdapat kesesuaian antara hasil dengan hipotesis serta 
dengan teori pembangunan infrastruktur yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mencakup 
pembangunan infrastruktur akan menurunkan ketimpangan pendapatan. 

Temuan yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari infrastruktur jalan terhadap 
ketimpangan ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nidyawati, Hakim & Sarjiyanto 
(2024) dimana hal ini disebabkan oleh karena penekanan pada kuantitas tanpa diiringi oleh kualitas jalan 
itu sendiri. Meskipun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan namun arah hubungan 
yang positif sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makmuri (2017) dimana dalam penelitiannya 
diperoleh hasil bahwa infrastruktur jalan memiliki korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. 
Adapun penyebabnya dalam penelitian ini adalah karena kelompok yang mendapatkan manfaat dari adanya 
pembangunan infrastruktur jalan sebagian besar berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke atas 
sehingga jurang manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh 
Nurdina (2017) juga menemukan hasil yang sama yaitu infrastruktur jalan tidak menurunkan ketimpangan 
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pendapatan. Hal ini disebabkan karena pembangunan akses infrastruktur jalan yang tidak merata hingga ke 
daerah yang terpencil sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kelompok tertentu. Kemudian 
penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Khoirunurrofik (2022) menemukan bahwa jalan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena adanya korupsi sehingga peningkatan 
kualitas jalan tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dari jalan itu sendiri. Banyak jalan yang rusak pada 
daerah-daerah tertentu sehingga dampaknya tidak terlalu kuat dalam mendorong kegiatan perekonomian.  
 
Pengaruh Infrastruktur Sanitasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

 Perolehan dari estimasi mendapatkan bahwa infrastrutkur sanitasi menghasilkan pengaruh negatif 
dan secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Terdapat keselasaran hasil regresi dengan 
hipotesis penelitian dan teori yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mencakup 
pembangunan infrastruktur akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena 
berdasarkan teori ketimpangan pendapatan dalam Todaro dan Smith (2011) disebutkan ketersediaan 
sanitasi yang layak akan mengurangi resiko masyarakat terkena penyakit sehingga kemungkinan penurunan 
produktivitas masyarakat akan berkurang. 

Adapun penelitian yang memiliki hasil serupa dilakukan oleh Carla, Andani & Fakhrunnisa (2023) 
dengan temuan bahwa rumah tangga dengan sanitasi layak cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dan 
mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Zolfaghari, Kabiri & Saadatmanesh (2020) yang menyatakan bahwa dengan sanitasi yang layak kegiatan 
perekonomian masyarakat menjadi lebih stabil dikarenakan rendahnya resiko terkena penyakit sehingga 
tingkat produktivitas juga meningkat. Penelitian Riani & Suseno (2025) juga memperoleh hasil bahwa 
terdapat pengaruh negatif antara infrastruktur sanitasi terhadap ketimpangan pendapatan dimana 
peningkatan kepemilikan sanitasi yang layak menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. 

 
Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Perolehan dari estimasi yang dijalankan menunjukkan bahwa infrastruktur listrik tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tidak terdapat kesesuaian antara hasil dengan hipotesis serta 
dengan teori pembangunan infrastruktur yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mencakup 
pembangunan infrastruktur akan menurunkan ketimpangan pendapatan.  

Temuan yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan infrastruktur listrik terhadap ketimpangan 
pendapatan juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Assyifa, Gunarto & Murwiati (2025) 
dimana hal ini disebabkan karena infrastruktur listrik tidak berpengaruh secara langsung terhadap 
ketimpangan pendapatan dan memerlukan optimalisasi sektor pendukung agar hasilnya signifikan. 
Meskipun hasil menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan namun arah hubungan yang positif sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi (2021) dengan hasil ketersediaan infrastruktur listrik yang 
hanya dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi mendorong ketimpangan 
pendapatan. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi lebih mampu memanfaatkan energi listrik yang 
diperoleh secara efisien seperti untuk produksi dan peningkatan teknologi sedangkan kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah hanya menggunakan energi listrik untuk kebutuhan dasar sehingga ketersediaannya 
tidak dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Gamette et al (2024) juga menemukan hasil yang 
sama yaitu pemanfaatan energi listrik secara efisien hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat 
berpenghasilan tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga hasilnya tidak signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pendistribusian energi listrik hanya 
terpusat di daerah pusat pertumbuhan tanpa pemerataan di daerah terpencil. Pendistribusian energi yang 
tidak merata ini dapat mempertajam jurang ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan 
masyarakat berpenghasilan tinggi.  Kemudian Makmuri (2017) juga menemukan temuan bahwa pada 32 
provinsi di Indonesia distribusi energi listrik masih belum merata dan umumnya terfokus pada daerah pusat 
pertumbuhan sehingga menyebabkan distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata.
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan pembangunan infrastruktur 
memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Desentralisasi 
fiskal yang kuat berpotensi memperbesar kesenjangan antardaerah ketika kapasitas fiskal tidak merata, 
sedangkan pembangunan infrastruktur sanitasi terbukti efektif dalam menekan ketimpangan melalui 
peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Karena pembangunan infrastruktur jalan dan 
listrik hanya berfokus pada kuantitas dan tidak digunakan secara merata, belum mungkin memberikan 
dampak yang signifikan terhadap pemerataan pendapatan. 

Hasil ini menggambarkan bahwa upaya pemerataan ekonomi di Pulau Jawa tidak cukup hanya 
melalui peningkatan dana desentralisasi dan pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan pendekatan 
kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal maupun infrastruktur. Oleh 
karena itu, penguatan tata kelola fiskal, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemerataan akses sanitasi 
dan energi menjadi langkah strategis yang perlu dioptimalkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berkeadilan antarwilayah. Selain itu aspek lainnya seperti pengentasan kemiskinan, 
peningkatan infrastruktur  
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